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Efisiensi adalah salah satu alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari efisiensi adalah
penghematan, yang sebenarnya dilakukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan maupun karena
adanya restrukturisasi di perusahaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali menyebabkan
perselisihan dengan pekerja/buruh yang terdampak atas dil akukannya pemutusan hubungan kerja dengan
alasan efisiensi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka skripsi ini membahas mengenai bagaimana
ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi karena perusahaan merugi diimplementasikan
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-1X/2011 dan bagai mana penyel esaian
perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi dalam Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. Penulisan skripsi ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan maupun
putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel. Dari
penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiens
hanya dibenarkan bila perusahaan benar-benar tutup secara permanen. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI1/2020/PN.JKT.PST. dapat
dikatakan belum menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-1X/2011. karena memutus
berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya, seharusnya dilakukan koordinasi di antara
lembaga peradilan agar kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dapat tercapai.
Selain itu, ditambahkannya pengaturan mengenai kinerja pekerja/buruh dalam peraturan K etenagakerjaan
juga dianggap perlu agar adanya suatu pedoman yang pasti bagi pengusaha untuk menilai suatu kinerja
pekerjalburuh. Mengingat, pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan kemitraan, dan tidak
seharusnya dapat diputuskan hubungan kerjanya serta diganti kapan sgja.

...... Efficiency isone of the reasons for the termination of an employment. The purpose of efficiency is
savings, which is actually done to save the company's finances as well as restructuring the company.
However, to achieve thisgoal, it often cause disputes with workers/laborers who are affected by the
termination of employment in terms of efficiency. In connection with these matters, this thesis discusses
how the provisions for the termination of employment on the grounds of efficiency because the company
loses money isimplemented with the Constitutional Court decision Number 19/PUU-1X/2011 and how to
resolve disputes over termination of employment on the grounds of efficiency in the Court Decision Central
Jakarta District Court Industrial Relations Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. This research uses
normative-legal method. Data collection techniques are carried out by conducting research on library


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515595&lokasi=lokal

materials or secondary datain the form of statutory regulations and court decisions as primary lega
materials and secondary legal materials from books and articles. From the research that has been conducted,
it has been found that the termination of employment for efficiency reasonsis only justified if the company
is closed permanently. In this case, the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta
District Court Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. it can be said that the Constitutional Court
Decision Number 19/PUU-1X/2011 has not yet been implemented because they decide based on a sense of
propriety and justice. Therefore, coordination should be carried out among the judiciary so that legal
certainty and justice for the justice-seeking community can be achieved. In addition, the addition of
regulations regarding worker/labor performance in the Manpower regulation is also deemed necessary so
that there is a definite guideline for entrepreneurs to assess a worker/ aborer's performance. Bearing in mind
that the workers/laborers and entrepreneurs are a partnership relationship, and they should not be able to
terminate their work relations and be replaced at any time.



